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SEKmETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MeniBbaog

Meogingat

BUPATI LANGKAT

bahwa dengai telah berubahnya Struktur Organisasi S(ketaliat
Daerah bcrdasarkal Peratura, DaeEh Kabupaten Langkat Nomor 1

tahun 2015 tentang P rrub.Lhan Atas Perahna! Daelah Nomor 23 tahur
2007 tentang Pembcntukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat, mala Pcr,,turan Ilupati Nomor 54 tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dal !-ungsi Sckretariat Daerah Kabupaten Langkat dan
Sekretariat Dewan l'Jrwakila. Rakyat Daerah Kabupaten Langkat
perlu Jirevisi;

bahwa berdasarkan pcrtimbangan dimaksud pada huruf 4 maka perlu
menetapkan dengan Peraturar Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Keia Sekretariul Dacrah Kabupaten lrngkat dan Sekrctariat
Dewan PerNa!.ila, Rakyrt Doerah Kabupaten La$gkat.

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahu 1956 tentang Pemb€rtrkan
Daerah Otooomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi
Sumatcn Utara (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);
Undang - UDdang Nomor l2 Tahun 20ll tentang Pembentukao
Peraturan Perlndantt Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20ll Nonror 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia l.lomor 5234);
Undang - Undalg Nonror 5 Tahun 2014 tenhng Aparatu Sipil
Negara (LeNbaran Negr.a RepubLik lndooesia Tahun 2014 Nomor 69
Tambahaa Lembarar Negara l{epublik IndonesiaNomor 3899);
Undang - Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tenta[g Pcme nrahan
Daeral (Lemba-.an Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2014 NoEo!
244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587);
Peraturall Pemeri[toh Nomor 5 Tahun 1982 tcntang Perpindahan
lbukoE l(abupaten Daeralr Tingkat n Langkat dari Bitrjai ke Stabat
(Lembamn Negara Republik lndonesia Tshun 1982 Nomor 9);
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Menetapkan

penv€lenggara Peinerintah Daerah;
6 Sekretariat Dlerrh adalah Sckretariat t)ac:ah

Staf.

I}A I} I
KIiI EN'l IAN tll\ttrtU

l'asul I

Daian Peraturan ini lang dimaksud Jcn{an
I Daerah adalah Kabupaten Langkat;
I Pcrncrintah Daerah adalah Bupati dtn I)crallglat I)dorah seblgai unsur penyelenggara

Pemerirtah Daera\.
.i Bupatiadalah Bupati Langkar:
.1 Wakil Bupali adalah Wakil Llupaii t.angtialt
5 DcBan !envakilan Rakvat Daerah Kabr:1_.a1s1 1_rr*Lnt

Kabupaten Langkat ldalah l.embaga Pcnva\rlan

6. Peraturan Pemerintah N(,rror I0 Tahun 1986 tentatg Perubahan Batas
Wilayah Kotarradya Dncrah tingkat ll Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkit II L^ngkat dan Kobupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tarrlbahan L.ernbaran Ncgara Ilcpublik Indonesia Nomor 3323);

7. P!.ra1uran Pcrnerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman
Pemhinaan dan l)cngatu.0n l)enyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(l,embaran Ncgara P.epublik lndonesia tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lernbaran Ncgrra Itepublik Indonesia Nomor 4593);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tent4ng Organisasi
Perangkat l)aerah (l-cmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan l"cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741):

9. Peratllran Dacrah Kabupatt n Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perbentukan Organisasi l)erargkat Daerah Kabupaten Langl€t,
sebagian ielah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2015
(Tambahan Lembaran Daer,rh F"abupaten Langkat Nomor l7);

I 0. Peraturan Daerah |Jomor 4 'fahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Krwenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat 'l'ahun 2009 Nomor I, Lembaran Daemh
kabupaten Langkat Nomo. 3)t

1!IIiMIITTISKAN

Pf,RATI]RAN BUPATI 1'DN'TANG RINCIAN TUGASJ FUNGSI
DAN TATA I(ERJA SI.]KIIE'I'ARIAT DAERAII KAI}T'PATEN
LANCKAT DAN SEKRE'I'ARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAER,\H KARTJPA'I'EN LANGKAT.

yang selanjutnya disebut DPRD
Ralfat Daerah sebagai unsur

Kabupaten Langkat yang merupakan unsur
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Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupatcn Langkat;
Sekretaris Dewan Perwakilao Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah
DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dl,ltD Kabupaten Langkat;
Sekretaris DPRD adalah Seketaris DpRD kabUp.)rcn Langkat;
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pcmbantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah vang rerdiri dari Sekreraris l)aerah, Sekrerariat DPRD, dina; Dae;h dan
Lernbaqa Teknis [)aerah:
Bagian adalah ltrusan pelayanan adminislrasi dalam penyelenggaraan tugas _ tugas
Pemerintah Daerah dan mengkoordinasik{n pcrumusan kebijaksinaan penlelenggarin
tugas dan fungsi Perangliat Daerahl

ll
●



12. Renstra adclah Iicncana Strategik Instatrsi I'crncrintah Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Langkat:

l3 Renja adalah Rencana i(er.ia Pe:rerintah Sclretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Langkat;

14. Lakip adalah Lapor^n Akuntabilitas l(inc'rja lnstansi Pemerintah Sekretariat Daerah dan
Sekretarial DPRD Kabupalon Langl t

t].\.B
stjstrNAN oR(;ANlsAst

Itrsal 2

(l) Sckretariat Daerah Kabupaten terdiri da.-i :

a Sekrctaris Dacrah:
h n \i(1en 4d,n.niqtrasi TalL Penr.:rinrrnan.
c. Asislen Adm nistrasi Ekcnonri Pe,nbangunln dan Sosial;
d Asisleh Adminrstrasi tjmum.

(2) Asisten Adnrinistrasi lata Pemerintahu| scbiluainrana dimaksud pada ayat (l) huruf b,
membawahi :

a Ragian Taia Pemerintahan, terdrri dari
- Sub Bagran Otonomi f).rcrah dar')LurcriDl han Kecamalan;
- Sub Bagian Perangl:at Drerah;
- Sub Bagian Perncrinuhall Umurn

b Baglan Huhum, terdiri <jari :

- Sub Bajlian Taia llukunt
- Sub Bagian Bantuan Hukunr:
- Sub Baglan Dokumcntasi drn Produk llukum.

c. Bagran Organisasi, terdiri darr
- Sub Bagirn Kelernbagaan;
- Sub Bagian Tatc Laksana dan Kepegawaian;
- Sub Bag.ian Analisis Jabatan.

(3) Asisten Adminis,rasi ELonomi Perrbangunan clan Sosial sebagai:nana dibaksud pada ayat
( i) hurufc, membawahi :

a. Bagian Perekonomian, tcrdiri dari:
- Sub Bagian Pengcmbangan Produksi dan hasil Sumber Daya Alam;
- Sub Bagian Pengembangan Potensi Surnbcr Daya Alam;
- Sub Bagian Perekor)omian llalyat.

b. Bagian Keselahteraan Sosial, terdiri dari l

- Sub Bagian Urusan Keagamaan;
- Sub Bagr.r') KeseJahteraan Rakyati
- Sub Bagian Bantuan Sosial.

c. Bagian Peng,)lahan Data Elektronik dan Sandi tclckomunik&si, terdiri dari :

- Srrb Bagian Pengolahan dan Pel^yanan l)ata lllehronik;
- Sub Bagian Pengumpulan Dalai
- Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

(4) Asisten Administrasi Umum sebagaimanir dimaksud pa,la ayat (l) huruf d, membavt/ahi :

a. Bagian Umun dan Perlengkapan, terdiri dilri :

- Sub Bagian Tata Usahal
- Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tanggai
- Sub Bagi.rn Pengadaan dan Distribusi.

b. Bagian Humas/lnfonnasi, terdiri dari :

- Sub Bagian Pengumpulan lnlbnnasi,
- Sub Bauian Pernberitaan dan Ponycbllan lnformasi;
- Sub Bagian Ponerbitan dan Pamcrirn



c. Bagian Penyusunan Progranl dan Keuangan. terdiri dari
- Sub Bagian Penata Usahaan Keuangani
- Sub Bagian Pelayanan Barang dan Jasa:
- Sub Bagian Pengendalian Evaluasi dan Laporan.

BABI::
RINCIAN TUCAS DAN FUNCSI

Bagi{n Pertlnla
Sekrettris Dacrah

l'rsal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyrsun
kebijakan dan mengkocrdinasikan Dinas Daerah dan Lcmbaga Teknis Daerah.

Prs:ll ,t

(l) Untuk meiyelengElarakao tugas sebagaimarra dinrrksud pada Pasal 3, Sekretariat Daerah
mempuoyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah,
b pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daemh dan Lembagr Teknis Daerah;
c pemantauan dan eva:uasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
d penrbinaan aCministrasidan Aparatur l,eN$in(ah DaeGhi
e. pelaksanaan tugas lain yarrg diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
I menyusun serta menyiilpkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretadat Daerah Kabupaten.

tlt Sekretafis Daerah mempunyai rug3s
a. rnenyusun kebijakan Pemerintah Daerah berdesarkan urusan wajib dan urusan pilihan;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga tekni! daerah;
c. memanlau dan melaksanakan evalLlasi terhadap pelaksanaan kebijakafl pemerintahan

daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan;
d. melaksanakan pembinaan adminisrrasi dan aparatur pemerinlahan daerah;
e memonito._ serta mengevaluasi pel ksanaan lugas bawahan agar sasaran dapat dicapai

sesuai dengan program kerja dan kclentuao yanB berlaku;
i'. me ilai prestasi barrahan sebagai bahau pertimban8an dalam pengernbangan karier;
g. melaksanakar tugas lain yang diherikatl oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
h. menyampaika.n laporan hasil evaluasi. saran dan pertimbangan di bidang tugas dan

tungsinya kepada Bupati.

Ilaginn Kcdur
Asister Adrlti0istrasi'fnta I'cllrerintahan

Paral5

(l) Asisten Adminis:rasi Tata Penerinlahan rDcnrpunyai tugas pokok membantu Sekrerads
Daerah dalarn nlelaksanakan tugas penyelenggaraan Tata peme dtahan, Hukum dan
Organisasi

(2) Untuk mcnyelenggarakan tugas sebagaimana dinraksud pada ayat (1), Asisten Administrasi
Tata Pemerintahan mempunyai fungsi
a pengkoordinasian perumusan kebijakao Penrerintah Daerah di bidang Pemerintahan,

Hukum dan Organisasi,
b penyelenggaraan adminisrrasi tata pemerintalran pengelolaan sarana dan prasarana

Pem€rintah Daerah Kabupaten di bidang administrasi tata pemerintahan,
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dserah sesuai de gan tugas dan

fungsinya.



(3) Asisten Administrasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas ;

a. metumuskan program kerja Asisten Administrasi l'ata pemerintahan;
b. mengkoordirrasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan,

Hukum dan Organi$asi;
c. menyelenggarakan Administrasi Tata Penrerinlahan, pengelolaan sarana dan prasarana

Pemedntah Daerah Kabupaten di bidang Administrasi Tata pemerintahan;
d. meneliti, memilih dan menyeieksi, mendisposisi surat - surat yang berasal dari

Sekretads Daerah/ Bupati, unsur prangkat Daerah dan Instansi lain u;tuk diedarkan
kebagian bagian pada jajaran Asisten bidang pemerintahan;

e. memberikan petunjuk teknis administratif kepada stafl bagian - bagian dalam
merumuskan suatu konsep/ naskah dinas;

f. melaksanalan koordinasl stal bagian dan unit o.ganisasi/perangkat daerah terhadap
kegiatan atau pekerjaan yang dilal-ukan oleh perangkat daerah dan penyelenggaraa[
administrasi pemerintahan daerah;

g. memimpin rapat staf/bagian dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas administrali
pemerintahan;

h. memberikan laporan kegiatan/pekerjaan secara tertulivlisan kepada Seketaris
Daera.h/Bupatii

i. mewakili sekretaris daerah/Bupati dalam batas kewenangan tertentu untuk menghadiri
rapat-rapat pemerintahan dengan instansi terkait;

j. membcrikan penilaian terhadap SKP bawahannya setiap akhir tahun;
k. mengikuti rapat-rapat pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati;
1. memberikan pertimbangafl dan saran - saran pelaksanaan tuBas pemeintahan kepada

Sekretaris Daerah,/Bupati ;

m. membantu merumuskan kebijaksanan administrasi pemerintahan;
n. menjabarkan dan merumuskan rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan

Bupati menyaugkut bidang pemeritrtahan;
o. rnerumuskan kebijakan dan melakrrkan koordinasi dengan instansi terkait tentang

penyelesaian permasalahan menyangkut bidang pemerintahan;
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah,/Bupati.

l'asal 5

Asisten Administrasi Tata Penterintahan Ter dir i dari
a Bagian Tlta Pemerintahan;
b Bagian Hukum,
c Bagian Organisasi,

Paragraf I

Bagian Tsla Per\cri taha$

Pasll;

(1) Bagian Tata Pemerintahan men,punyai tugas pokok melaksanakan dan menyiepkan
pembinaan penyelenggareLan Bina Otonomi Daerah dan Pemerintahan Kecamatan, pelmgkat
Daerah dan Pemerintahan Umumt

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata
Pemerifltahan rnempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan petunjuk teknis di bidang Otonomi
Daerah dan Pemorintahan Kecam^tan. 'I a1a Pcntcrintahan Umum dan perangkat Da€rah;

b. penyiapan perencanaan program, evaluasi dan laporan kegiatan Bagian Tata
Pe rerintahalrl

c. penyiapan Rerrstr4 Renja dan Lakip Bagran Tata Pemerintah.

(3) Kepala Bagian Tala Pemerin,ahan mempunyai tugas :

a. merencanakan operational Bagian Tata llenrerintahan sesuai dengan renja Asisten
Administrasi Tata psmerintahan sebagai pedoman pelaksanaan kerja.



b mendistribusikan beban kerja kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai
bahan penilaian kinerja bawahan.

c. menyiapkan brhan pembinaan dan penyelenggaraan petunjuk teklis di bidang otonomi
daerah dan pemerintahao kecamatan. tata pernerintahan umum dan perangkat daerah;

d. menyiapkan p€:rencanaan program. evaluarii dan laporan kegiatan Bagian Tata
Peme.intahan;

e menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bagian'Iata Pemerintahan;
f meneliti, menyeleksi Can memberikan disposisi sural-surat dan berkas surat yang

disampaikan oleh pimpinan dan mcndis(ribukanrya kcpada sub-sub bagian untuk
diproses lebih lafljut penyelesaiaann) a:

g. meneliti setiap konsel surat dan rraskah dinas yang diajukan setiap bagian;
h. member'rkan petunjuk teknis administralif dan mengarahkan tugas/pekerjaan sub-sub

bagian agar diselesaikan topat pada waktunyai
i. melakukan kor,rdinasi staf terhadap segala kegiatan/pekerjaan yang dilaksaoakan masing-

masing sub bagian;
j memimpin rapat-rapat stafdalarr rrpaya keSiatan peningkatan tugas/pekerjaan bagian.
k. melakukan penrbinaan terhadap staf supayfl retap memelihara disiplin kerja dan moral

kerja dalanr pelaksanain tugas/pekerjaan bagian,
I menerima dan mensistematiskan laporan-laporan tentan8 pemerintahan umum dan

pelaksanaan oLonomj daerah dari setiap Lrnsur pcrangkat daerah./instansi vertikal;
m. mempersiapkan segala bahan pelaksanaan rapat koordinasi dengan perangkat

daerah,/instansi venikal beserta muspida secara berkala;
n. melakukan pergawasan melekat pada seluruh stafbagiaannyal
o. mengadakan evaluasr terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan sraf:
p. mengiLrti, menjabarkan dan mengadaptasikan perkcmbangan undang-undan& peraturan

pemerintah. keputusan presiden, keputusan menteri dan peraturao perurdang-undaogan
yang berlaku sesuai dengan bidang tugasnya:

q. mengadakan penilaian terhadap stafnya dalanr rangka pembuatan SI(P setiap akhir tahurL
dan;

r melaksanakan tugas kedinasar lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

a Sub Bagian Bina Otonomi Daeiah dan Penrerintah Kecamatan;
b. Sub Bagiar Perangkat Daerah;
c. Sub Bagian Pemerintahan Umum \

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Bina Otonomi Daerah dan Pemcrintah Kecamatan mempunyai tugas
a. menginventarilasi bahan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Otooomi Daerah dan

Pemerintah Kecamatan:
b mengumpulkan bahao, nrenginventarisiLsi dan nrerinci seluruh kewenangan Otonomi

Daerah dan Pemerintah Kecamatan;
c memonitcr dan mengevaluasi pelaksunaat, sctiap jenis urusan Otonomi Daerah dan

Pemerintah Kecamatan:
d. mengumpulkan, menginventarisasi dan ncuganalisa data - data bagi penyr.:sunan

pedonun pembinaan peniigkatan sunlher I'AD,
e. menyusun rencana dan petunjuk teknis penrbinaan Bidang Pertar,ahan dan menyelesaikan

sengketa ttrnah;
f menginventarisasi dan meny,usun rencana scrtir pctunjuk teknis pembinaan strana dan

prasarana Pemerintah Kecamatan;
g menginventarisasi sebagian tugas Bupati vang akan dilimpahkan kePada Pemerintah

Kecamatan.
h. mengumpulkan bahan can menyusun rcncana scrta petuniuk teknis pembinaan sarana dan

prasarana Pemerintah Kecamatan;



i. mclaksanalian r'valuasi dar pcnibinao pclaksanairn tugas Aparatur Pcmerintiih
Kecamatan;

j. mcrlgunlpujkan luhan dan mcnlusuu pcddnlan drn pentunjuk tclnis pc.ngenbaagan
keoamatan lembuga adat dan hudava setenlpat:

k- melnksallakarl tr]gas ;ang dibcrikan crlch pirriliniur.

Pnsul I{}

Kepela Sub Bagian i'eranckal l)aerih mernpunr,:i ru!:as :

r. Incogtrtrrplrlkan b&h.rn pcrxlirlaarr tlan pcnl usunrn frrogaln pembjJrad, Pcrongkal Dacrali;
b. nlengumpukan bahao ledolrlur dan peturrjuk pembinaan Perangkat l)aerah;
c. melaksaial:an pembinaan prasur.uu dan saraua lcrargkat Daeraht
d. mcngunlpulkan hahan pcNhinaan unrsan )ang dise'rahkao kepada Daerah dan '[ ugirs

Pernbantu:
c. llicogulllpulkar baha[ penrbinaan dan poturrjuk lcknis pcl1gclllbangall dacrah dan batas

dacrah. batas Kecamatan dan Topomini Daerahi
[, rncnS'iapkan rcncalr;r- progrartr, craluasi dan laporal kcgiatan pcrangliat dacrah;
{. melaksanakan tdta urusan Sub Bagian Perangkat Daerah.

Pasal I I

Kcpirla Sub llugian l'cn)crirrlahufl [.irnun mompuorai tugas :

a. mcmpcrsiapkan bahan pcmbina$ pcnyclenggaraan tata pemerintahan, koordinasi
insta si vertikal;

h. mempersiapkan bahan l--nrhinirn pcnvel!'nlreama dan petunjuk teknis koordinasi di
bidang Tatc Pcnrcrintr,huu Uurr-rrr'.

c- mengumpulkar) bahan pcrrqendalian rlan cvaluasi plnyelenggaraan Pernerintahan Daerah;
d. mempersiapkan renciura. program. cvlllrrlrsi drn lapomn kegiatan pemeridiahan umumi
e. mengumpulkan hahan dan pltunjuli leknis pcrnhuatan laPoran pelaksanaan tuga.s

tahuna aklrir mosa jrhntcn llufilti.

Paragrxt 2

Brgian Hukum

I'asrl l2

(l) Bagia$ Hdkurn nrcmpunyai tutsas pokok mclaLsani (tur dalt nrcnrpersiapkan pembinaao
penyelenggarain tata hukum. ban(uafi huku,I su(a dokunlenlasi dilr produl hukum-

(2) Ijntul( menyelenggamLar tugas scbagainura dimaksud pada ayat (1). Bagian Ilulum
mernpunyai fungsi :

a. pcnyiapan baha.o pcmbinaan dan petunjuk tcknis pcn; elcnggaraao tata hukum;
b. penyiapan bahan pemhinaalldar petunjuk rcknis penyelenggaraan bantuan hukum;
c. penyiapan bahan pembiman dan petunjuk teknis petryelesggaraatr dokumetrtasi dan

produk hukuml
d. penyiapan perencanaan, progmm. evalursi dan laporan kegiatan Bagian Hukum;
c. peryiapar Rcnstra, Ronja dur Lakip Bagian Hukum.

(3) Kepala Bagian Hukunr nrernpunyai iugas :
a. merencanakan operasional tJagian Hukum sesuai dcngan renja Asisten Administr"asi Tata

Pemerintahan sebagai pcdomall pelaksanaan ketja;
b. mendistrib sikan bcban kerja keparla bawahan scsrlai tugas pokok dan t'ungsinya sebagai

bahan pedlaicr) kincria bi$ahrni
c- menyusul rencala kegiatai bagian hulium sesuai deugao tugas pokok berdasa*al sk a

prioritas:
d, mengkoordiMsikar penyiapan balur pcmbinaan dan petunjuk teknis pelyelenggaraad

tata huhrm:

|   
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e. mengkoordinasikan Penyiapar
bafltuan hukum;

bahal pembinaan dan petu{uk teknis penyelenggaraan

f. mengkoodinasikan peoyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan

dokurnentasi dan Produk hukum;
g. menlapkan perencanaan, program, evaluasi dan laponn kegiatan Bagial Hukum;

h. menyiapkan Reostra" Renja dan Lakip Bagian Hukum;

i. melaksanaan pembinaan terhadap staf, pengawasan melekat terhodap bawahan;

j. mengkoordinasikan tugas-tugas staf atas segala kegiatan/pekerjaan oleh masing-masing

Sub Bagian;
k. mengkJordinasikan pemmusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan

Bupati;
l. men)rusun konsep kebijakan dan petuniuk teknis pengendalian pelaksanakal kebijakan

dalam bidang tata hukurn/pemtuan perundang-undangan, bantuan hukum, konsultasi

hukum dan perbandingan hukum;
m. melaksamkan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal l3

Bagian Hukum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Hukum;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Produk Hukum.

Pesel 14

Kepala Sub Bagian Tata Hukum mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk tekois di bidang tata hukum;
b. melaksanakan examinasi R ncangal Peraturan Daerah, Peratwan Bupati dan Keputusan

Bupati dari sisi aspek hukum;
c. mengumpulkan bahan telaahan dan bahan petimbangan uotuk menyusun Perat[an

Daerah di bidang hukum beserta Peiaturan pelaksanaanny4
d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan tata hukum;
e. menyiapkan pelencanaan, program evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagiaa Tata

Hukum.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

a. menyelesaikan bimbingan proses hukum yang bellun tem€lesaikan seoaB tuntas:
b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan bantuau hukum
c. menyiapkan perencanaan, program, evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Bantuan

Hukum.

Pasel 16

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Produk Hukum rnemptmyai tugas :

a. melaksa[akan penataan dokumentasi produk hukum;
b. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan produl-produk hukum;

melaksanakan penyelesaian produk-produk hukum;
melakukan sosialisasi dan peululuhan produk hukum;
menerbitkan Lembamn Daerah dan Berita Daerah;

Telyiapkan percncanaaq program, evaluasi dan laporan kegiatatr Sub Bagian
Dokuoentasi dan Produk Huk-um.

０

こ
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Prsal l7

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok mcrencanakan Operasional Bagian Orgarisasi,
menyiapkan bahaD penyusuna! pedomar pembinaan dan petunjuk teknis kelembagaan,
ketatalaksanaa$ & kepegawaian dan analisa .iabatan. dan menyelenggarakan koordinasi,
pembinaan, pengendalian dan pemberian Bimtek kelembagaan, ketatalaksanaan &
kepegawaian dan analisa jabatan.

(2) Untuk menyetenggamkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi
mempunyai fungsi :

a. perencanaab operasional Bagian Orga.nisasi;
b. penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis penataan

kelembagaan;
c. penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pembakuan

ketatalSksanaan;
d. penyiapan bahan penyrsunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaatr

analisa j abatan;
e. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian Bimtek

kelembagaan, ketatalaksanaan & kepegawaian dan analisa jabatan;
f. penyiapan Renstra, Renja dan Lakip Bagiar Organisasi dan Sekretariat Daerah.

(3) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas :

a. meiencanakan operasional Bagian Organisasi sesuai dengan Renja Asistgn AdmiDistrasi
Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan pedoman p€mbinaan datr petunjuk
teknis penataan kelembagaan;

c. meryiapkal bahan penyusunan pedoman pembinaan dar petunjuk teknis penataan
kelembagaan;

d. menyiapkan bahan penyusr.man pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pembakuan
ketatalalsanMn, tata kerja dan prosedur kerja;

e. menyiapkan bahan penyusunan pedomaD pembinaan dan petunjuk leknis pelaksanaan
analisa j abatan;

f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian Bimbingan teknis
(Bimtek) dalam penyelenlgaraan bidang p€merintahan, meliputi : kelembagaan,
ketatalaksadaan & kepegawaiar daa analisa jabatan;

g. menyiapkan Rcistra, Renja dan Lakip Bagian Organisasi dan Sekretariat Daerah ;
h. meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi surat , surat dan berkas surat yang

disampaikan oleh pimpinan dan mendistribusikan kepada sub - sub bagian unnrk di
proses lebih lanjut penyelesaiannya;

i, meneliti setiap konsep surat dan naskah dinas yang diajukan olch sub bagian;
j, memberikan petunjuk tekris administrasi dan mengarahkan tugas dari pekerjaan sub

sub bagian agar diselesaikan tepat waktu;
k. melakukan koordinasi staf terhadap segala kegiatarL/pekeiaan yang dilaksanakan masing

- masing sub bagian;
l. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahao penilaian dalam pembuatan

SKP;
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Psssl l8

Bagian Organisasi terdiri dari :

a. Sub Bagiqn Kclcmbatsaall;
b. Sub Bagian Tata Laksana dan Kcpcgawaian;
c. Sub Bagian Analisa Jabatan.



Pssal l9

Kepala Sub Bagian Kelembagaan m€mpunyai tugas :

a. merenczmakan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan sesuai dengan rencana operasional Bagian
Organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis penataan
kelembagaan di lingkungan Pem€rintah Kabupaten Langkari

c. mengumpulkan bahan pen;,usunan pedoman pembinaan dan pctunjuk teknis penataan
Kelembagaan Pemerintai Kecamatan dan Kelurahan;

d. menyiapkan penyerahan Peraturan Daerah di bidang kelembagaan;
e. menginventarisasi tugas-tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah;
f. menilai hasil pelaksanaan tugas ba!r'ahan sebagai bahan penilaiao dalam pembuatan SKP;
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 20

Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian mempunyai tugas i

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian KeLembagaa! sesuai dengan rencana opeEsional
Bagian Organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pelaksaiDan
sistem dan prosedu kerja, standarisasi sarana dan lingkungan kerja di bidang Tata Laksam
PembangunaD;

c. mengumpulkan balun penyusuoan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pelqkvn..'r
sistem dan prosedu! kerja, standaisasi sarana dan lingkungan kerja di bidar4 Tata Laksana
Administrasi;

d. mengumpulkan bahan penyr:suran pedoman pernbinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan
sistem prosedur kerja, standarisasi sarana dan lingkungan kerja di bidang Tafa Laksana
Umum;

e. membuat pedoman kerja dan pelaksanaan tata naskah dinas bagi Satuan Keia Perangkat
Daerah;

f. melaksanakan pembinaan terhadap PNS Daerah Lingkungan Sekretariat Daerah sesuai
dengan peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian;

g- melaksanakan manajemen PNS Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah;
h. melaksanakan peny$unan dan penyampaian laporan dan data kepegawaian di lingkungan

Sekretariat Daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat;
i. membuat pedoman dan koordinasi pelaksanaan budaya keria;
j. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalarn pembuatan SKP;
k. membantu dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pas.I21

Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan mcmpunyai tuSas :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan sesuai dengan rencana operasional Bagian
Orgaisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. meryumpulkan bahan penytsunan pedoinan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksaoaan
Analisa Jabatan;

c. melaksanakan Analisa Jabatan di seluruh Instansi/Dinas di Jajaran Pemerintah Kabupaten
Langkat;

d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan
penempatan hasil Analisa Jabatani

e. melaksanakan penempatan hasil Analisa Jabatan;
i mengumpulkan bahan peny,usunan pedoman pcmbinaan dan petunjuk teknis serta

melaksanakan penyusunan formasi jabatal;
g. menyusrm dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bagian Organisasi dan Sekeiariat

Doerah;
h. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalem pembuatan SKP;
i. mcmbantu dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan stasan.
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Bagian Ketiga
Asisteu Admiristrasi Ekonomi PembaDgulutr daD Sosirl

Pnsa1 22

Asisten Adminisrrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial metnpunyai tugas pnkok membantu
Seketaris Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perekonomian, pengolahan data
elektronik dar sandi telekomunikasi.

Pasrl 23

(l) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 22, Asisten Administasi Ekonomi
Pembangunan dan Sosialmempunyai firngsi :

a. pengkoordinasian perurnusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perekonomian
kesejahteraan sosia.l dan pengolahan data elektronik dan sandi telekomunikasi;

b. penyelenggaraan administrasi ekonomi, pembangunan dan sosial, pengelolaan sarana dan
prasarana Pemerintah Kabupaten di bidang administrasi ekonomi, pengolahan data
elektonik dan sandi lelekomtmikasi;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Seketaris Daerah sesuai dengan tugas dan
firagsinya.

(2) Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas :
a. merumuskar program keda Asisten Administrasi Ekonomi Pcmbangman dan Sosial;
b. meneliti, memilih dan menyeleksi, mendisposisi surat-surat yang bemsal dari Sekretaris

Daerah/ Bupati, unsur perangkat daetah dan instansi lain untuk diedarkan ke bagian-
bagian pada jajaran asisten bidang ekonomi kesejahteraan sosial dan pe[golahan data
elektronik dan sandi telekomunikasi ;

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian,
kesejahteraan sosial dan pengolahan data elektronik dan Saldi telekomunikasi;

d. menyelenggarakan administrasi ckonomi, pembangrman dan sosial, pengelolaan sarsla
dan prasamna pemerintah kabupaten di bidang administrasi ekonomi, pembangman dan
sosial;

e. memberikan petunjuk teknis administratif kepada staf/bagian-bagian dalam merumuskan
suatu konsep/naskah dinas ;

f. melaksanakan mpat koordinasi staf, bagian dan unit organisasi, perangkat daerah
terha&p kegiatan yang dilakulan oleh perangkar daerah dan penyelenggaraad
administrasi pemerinralEn daerah;

g. rnemimpin rapat staf,/bagian dalam upaya peningkatan pelaksanaar tugas bidang
administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraar Sosial;

h. membe kan laporan kegiatan/pekerjaan secara tertulis/lisan kepada Sekretaris Daerah./
Bupatil

i. mewakili Sekretaris Daerai/ Bupari dalam batas kewenangan tefientu untuk meDghadid
rapat-rapat pemerintahan dengan instansi terkait;

j. memberikan penilain terhadap SKP bawahamya setiap akhir tahun;
k. mengikuti rapat-rapat pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bupati;
L memberikan Penimbangan dan saran-saran pelaksanaan tugas pemerintahaD kepada

Selretaris Daerah,/ Bupati;
m. membantu merumuskan kebijaksanaan administnsi dibidang !,emeriatahan;
n. menjabarkan dan merumuskan pemturan daerah dan rancangan keputusan Bupati

menyangkut bidang perekonomian, kesejahteraan sosial dan pengolahan data elektronik
dan sandi telekomunikasit

o. melaksanakan tugas kedinasan laimya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan
tanggung jawabnya.

11



Pasal 24

Asiste! AdministBsi Ekonomi Pembangunan dan Sosjal terdiri dari :

a. BagianPerekonomian;
b. Bagian Kesejahteman Sosial;
c- Bagian Pengolahan Data Elekfonik dan Sandi Telekomunikasi.

Parrgrf,f 1

Bagian Perekotromian

Prsal 25

(l) Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan dan pernbinaan
penyelenggaraan produksi dan hasil sumber daya alam, pengembangan potensi sumber daya
alam dan pengembangan perekonomian rakyat;

(2) Untuk meny€lenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Bagian Perekonomian
mempunyaifungsi:
a. pelyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan dan petunjuk teknis di bidang ekonomi

yang meliputi : penanian, petemakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan,
pariwisata dan seni, industri dan perdagangan, koperasi dan Usaha Ekonomi Kccil Dan
Menergah (UKM), eksplorasi laut, pefiubungan dan Badan UsalE Milik Daemhi

b. penyiapal bahan pembinaan penyelenggaraan dan petunjuk teknis pengembangan
produksi dan Sumber Daya Alarn (SDA);

c. penyiapan bahar pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan potensi
Sumber Daya Alarnl

d. penyiapan perencanaalr program, evaluasi dan laporan kegiatan Bagian Perekonomian;
e. penyiapan Renstra, Renja dan Lakip Bagian Perekonomian.

(3) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas :

a. merencanakan Operasional Bagiaa Perekonomian sesuai dengan Renja Assiste[
Administlasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dao petunju& telflis koordinasi di bidang
ekonomi yang meliputi: pertanian, petemakan, perkebunan, kehutanar\ perikanan dan
kelautan, pariwisata dan seni, industri dan perdagangan, koperasi dao r:saha ekonomi
kecil dan menengah (UKM), eksplorasi laut, perhubungan dan badan usaha milik daerah;

c. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan petuduk teknis pengembaDgan
produksi dan sumber daya alarn (SDA);

d. menyiapkal bahan pembinaan dar petunjuk teknis penyelenggaman pengembangan
potensi sumber daya alam;

e. menyiapkan percncanaan prcgram, evaluasi dan laporan kegiatan Bagian Perekonomian;
f. menyiapkan Renstra, Renja dan Lalip Bagian Perekonomian;
g. meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi suat - suat dan berkas surat yaIrg

disampaikan oleh pimpinan dan mcndistribusikan kepada sub - sub bagian untuk
diproses lebih lanjut penyelesaiannya;

h. meoeliti setiap konsep surat dan naskah dinas yang diajukan oleh sub bagiao;
i. memberikan p€tunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas dari pekerjaan sub -

sub bagian agar diselesaikan tepat pada waktunya;
j. melakukan koordinasi staf terhadap segala kegiatan/pekerjaan yang dilaksaaakan masing

- masing sub bagian;
k. melakukan pembinaan terhadap staf supaya teiap memelihara disiplin kerja dan moral

kerja dalam pelaksmaan tugas dan peke{aan bagian;
l. melakukan Waskat pada seluruh stafpada bagiannya;
m. menghimpun dan menyusun peratuan perundang - undangan yang berkailan dedgan

pcrckouonrial dau pEmbaflgunan;
n, men),usun, m€ngkoordinasikan, mempersiapkan bahan sosialisasi pembinaan

perekonomian dan pembangunan;
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o. melakukan pengumpulan, pencatatan, analisa dan verilikasi serta pemeliharaan data -
data perekonomian dan pembangunan;

p. mengadakan penilaian terhadap stafnya dalam mngka pembuatar SKP setiap akhi tahun;
q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Pesrt 26

Bagiao Perekonomian terdiri dari :

a Sub Bagian Pengembangan produksi dan Hasil Sumber Daya Alam;
b. Sub Bagian Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam;
c. Sub Bagian PerekonomiaD Rakyat.

Pasal 2?

Kepala Sub Bagian Pengembangan Produksi dan Hasil Sumber Daya Alam mempunyai nrgas :

a. mengumpulkao bahan pembinaan petunjuk teknis dan pengembangan usaha produksi dan

hasil Surrlber Daya Alam;
b. menyiaDkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan petunjul reknis, kootdinasi di bidang

ekonomi yang meliputi : pertania4 petemakan, perkebuna4 kehutana& perikanan dao

kelautan, pariwisata dan kesenian serta periambangan;

c. mengumpulkan bahan pembinaan petunjuk tcknis dan pengerrbangan usaha perluasan

pengembangan di bidang listrik, gas dan sumber energi lainnya;
d. mengumpulkan bahan pembinaan petunjuk teknis dan pengembangan usaha peningkatan

produksi industri, tsansportasi, kelancaran komunikasi dan usaha peningkaran

kepariwisataan;
e. menyiapkan rencana, progBm evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Pengembangan

Produksi dan Hasil Sumber Daya Alam.

Pssrl 28

Kepala Sub Bagian Pedgembangan Potensi Sumber Daya Alain memPmyai tugas :

a. mengumpulkan bahan pembinaan petunjuk teknis dan pengembangan potensi Sumber
Daya Alam;

b. menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis kegiatan eksplorasi di bidang Perikanan
dan KelautarL Pertarian, Perkebunan, Petemakan dan Pertambangan;

c- mengumputk n bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengernbangan Badan Usaha Mitik
Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan Perbankan;

d. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan eksploitasi di bidang :

Perikaian dan Kelautan, Pertanian, Petemakan, Perkebunaq Kehutanan, Pertarnbangan,

Kepariwisataan dan Seni Budayai
e. menyiapkan rencana, program, evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Pengembanga.n

Potensi Sumber Daya Alam.

Pasrl 29

Kepala Sub Bagian Perekonomian Rakyat mempunyai tugas :

a- mengumpulkan bahan p€nyrsunan pedoman dan petunjuk pembiDaan perekonomiatr
rakyat;

b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan penmjuk pgmbilaan perkoperasia4
perkrcditan dan permodalan;

c. mengmpulkal bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembiDaan promosi produk
unggulan daerah dan potensi ekonomi daerah serta pelayanan kepada masyarakat;

d. menyiapkan rencana, program, evaluasi dan laporan kegiata[ Sub Bagiaa Perekonomian
Rakyat.
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P^rngraf 2
Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 30

(1) Bagian Kesejahteraan Sosial mempuflyai tugas pokok melaksanakan daII mengkoordinasikan
penyusunan prog'am dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau pemberian bantuan dan
perkembangan kegiatan keagamaan, kesejahteraan rakyat serta pemberian bantuan sosial dan
pelayanan sosial lainnya.

(2) Unnrk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Bagian Kesejahteraan
Sosial mempunyai firngsi :

a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang
unrsan keagamaan;

b. pengumpulan bahan pen,,usunaD pedomai dan pehmjuk teknis pembinaan di bidang
kesej ahleraan;

c, pengkoordinasian dan memantau pemberian bantuan-bantuan sosial laimya;
d. penyiapan Renslr6" Renja dan Lakip bagian Kesejahteraan Sosial.

(3) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a, merencanakan operasional Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Renja Assisten
Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial sebagai pedoman pelaksanaal tugas;

b, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang
urusan keagamaan;

c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang
kesejahteraan rakyat;

d. mengkoordinasikan dan memantau pemberian bantuan-bantuan sosial lainnya;
e. menyiapkan Renstr4 Renja dan Lakip Bagian Kesejahteraan Sosial;
f. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penitaian dalam pembuatan

SKP;
g, membuat laporan penyelesaian ke{a sebagai pertanggungjawaban kinorja;
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Prssl3l

Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a" Sub Bagian Urusan Keagamaan;
b. Sub Bagian Kesra;
c. Sub Bagian Bantuan Sosial.

Pisal 32

Kepala Sub Bagian Urusan Keaga$aan mempunyai tugas :

a. mengkaji bahan untuk penyusunan perencanaan progmm pembiiaan kebijakan di bidang
keagamaan (termasuk urusan haii);

b. melaksanakan kegiatan, koordinasi dar evaluasi perkembmgan bantuan di bidang
keagamaan (termasul urusan haj i) sesuai ketentuan dan standar yang ditetspkatr;

c. menyiapkan bahan penyusuEn dan pengolahan data serta sarana pertimbangan yang
perlu kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan firngsinya;

d, meryiapkan bahan Rensfta, Renja dan Lakip sesuai dengan tugas dan firngsi.

Pasal 33

Kepala Sub Bagian Kesra mempunyai tugas :

a. mengu[pulka[ mengolal dan menyajikan bahan / data untuk penyempumaan dan
penyusun kebijakan untuk paningkatan kescjahteraan masyamkat;
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b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data tentaog kondisi dan tingkat
kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk melaksanakan koordinasi
pembinaan dan peningkaran kesejahteraan masyarakat serta penyaluaD bantuan sesuai

dengan ketefltuan dan standar yang ditetapkan;
d. melaksanakan tugas lain yang dibedkan oteh KepaLa Bagian sesu.i dengan bidang

tugasnya;
e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Bagian Kesej ahteraan Sosial;
f. menyiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip sesuai tugas dan firngsinya.

P.srl 34

Kepala Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data serta penyusunan kebijakan,
ketentuan dan standar penyelenggaraan kegiatan:

b. mengupulkar! mengolah dan menyajikan bahan/data untuk melaksanaan koordinasi
berkenaan dengan bantuan-bantuan sosial (yang bukan bencana alam);

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang
tugasnya;

d, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian
sesuai dengan tugas dan fiDgsil

c. meryiapkan bahan Renst-A Renja dan Lakip sesuai tugas dan fi.rngsinye.

Paragraf3
Bagirn PeDgolahan Drta Elektronik drtr Srndi TelekomuDlkasi

Pasal35

(l) Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi Telekomunikasi mempunyai tugas pokok di
bidang pelayanan informasi (himpunan pemasukan dan kelua$n data), pelayanan
pengolahan data elektronik melalui multi media intemet dan intrarct website
www-lanekatkab.qo.id serta pelaksanaan teknis peralatan hardware dan softwa& sislem
jaringan Local Area Network (LAN) komputdsasi, penedmaan / keluaratr berita sandi /
telekomunikasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dima.ksud pada ayat (l), Bagian Peogolahan
Data Elektlonik dan Sandi Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. persiapan prognm dan menganalisa data untuk pembangunan sistem informasi
eksekutif daerah (SIEDA) : (aplikasi pertanian, pendidikan, perindustian / perdagangan
dan kopemsi, kependudukarl kesehatan masyarakat, kcpegawaia4 inventarisasi,
perbuhungan, lingkungan hidup, kehutanan dar: perkebunan, pendapatan daerah,
pariwisat4 lingkungan keamaaal masyarakat, kelautan dan perikanan, ketenagakerjaarL
pertambangan dan galian, ke PU-a[ yang terkait dengan arus perolehan pendaparar asli
fu.t);

b, penSrsunan rencana dan progrtun kerja dalam rzurgka pembangunan SIMDA menulut
kernajuan / p€rkembangan teknologi informatikan IPNet dan didukung petsiapan
peralgkat keias dan lunak kompuler (lntemet, lntranet dan LAN sena Server / Home
Page);

c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pengumpulan dan keluaran dala
Instansi Dinas, Badan dan Kanto. Horizontal dan Vertikal, Kecamatan dan Desa /
Kelurahan se Kabupalen I-allgkal yang be*airan dengan potensi dalrah;

d. pelakranaan pembinaan dan pengembangan teknis informasi dan komunikasi
(telematika lndonesia) atas penyelenggaraan kegiatan promosi potensi daerah melalui
perangkat multi media (Intcmet Wcbsire www.laflskatkab.so.id. E-Mail, E.Bussines,
E-Govemment serta E-Pemda dan lain-lain);
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e. pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian perangkat keras dan lunak komputer, Iadio
sandi komunikasi, faximile dan jaringan LAN sistem komputerisasi serta menyimpa!
dan mempersiapkan data secara baik dan aman;

f. pemberian bimbiryan tentang sistem komputerisasi di lingkungan pemerintah
Kabupater Langkat;

g. pelaksanaan, pengam:man dan pengarsipan peqgiriman berita (teteks) melalui radio,
komputer (siskomdagi) dan faximile serta website di lingkungan provinsi / kabupato[ /
kota se-Indonesia dan di lingkungan Pemerintah Kabupatet l,angkat;

h. penJusunan dan progmm rencana pendidikan tentang prograrfter, analisis,
administralor dalam membangun aplikasi SIMDA, teknikal p€ryembangan websit€ dan
jaingan sistem komputerisasi dalam rangka mengikuti keEajuan kknologi telematika
Indonesia;

i. pelaksanaar kedasama teknik IPNet dengan pihak luar yang berhubungan terhadap
pengolahan data elekhonik (LAN, Website www.laukatkab.qo.id);

j. pelaksaaaan posko secam rutin bergantian bagi operator pelayanan penerimaaE dan
pengiriman berita dan contlol teknical perangkat keus sitem komputerisasi yang
beroperasi selama 24 jam;

k. pelaksaman tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
1. penyiapan Renstra, Reoja dan Lakip Bagian Pengolahan Data Elekhonik dan Sandi

telekomunikasi.

(3) Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Saodi telekomuoikasi mempunyai tugas :
a. merc canakan operasional Bagian Pergolahao Data Elektronik datr Sandi

telekomrmikasi sesuai renja Asisten Administrasi Ekonomi pembangunan dall Sosial
sebagai pedoman pelal<sanaan keda:

b. mempersiapkal program dan metrganalisa data untuk mernbangun siskm informasi
mumagement daerah (SIMDA) dar sistem informasi eksekutif daerah (SIEDA) :
(aplikasi pertadar\ pendidikan, perindustrian / perdagangan dan kop€rasi,
kependudukan, kesehatan masyarakat, kepegawaian, inventarisasi, perhubungan,
linghmgan hidup, kehutanan dan perkebunan, pendapatan daerab. pariwisata
lirykungao keamanan masyarakat, kelautan dan perikanao, ketenagakerjaarl
pertambaoga[ dan galian, ke PU an yang terkait dengan arus perolehar pendapatan asli&*t);

c. meu)rusun rencana dalr progam kerja datam rangka membangun SIMDA menuut
kemajuan / perkembangar teknologi informatika IpNet dan didukung persiapan
perangkat keras daE lunak komputer (lrltemet, Intaoet dao LAN serta Server / Home_
Pug");

d. melalsanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pengumpulan daa keluaran
data dari insfansi dinas, badan dan kartor horizontal dan vertikal, kecamalan dan desa /
kelurahan se Xabupaten Langkat yang berkaitan dengan potensi daerah;

e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tekrik infomasi dau komuuikasi
(telematika indonesia) atas penyelenggaraan kegialan promosi potensi daerah melalui
perangkat multimedia (Intemet Website www.langkatkab.go.id, E-Mail, BBusiness,
E-Goverment serta E-Pemda dao lain - lain);

f. mengarasi, memelihara dan pengendalian pemngkat keras dan luEak komputer, mdio
sandi komunikasi, faximile dan jaringan LAN sistem komputerisasi serta menyimlran
dan mempersiapkan data secam baik dan aman;

g. Demberikan bimbinga{ tentaDg sislem komputerisasi di liagkrmgaa pemerintah
Kabupaten Langkat;

h. melaksanakan, mengamankan dan mengarsipkan pengiriman berita (teleks) melalui
radio, komputEr (siskomdagri) dan faximile serta website di lingkrmgan provinsi /
kabupaten / kota se-Indonesia dan di lingkungan pemerintah Kabupaien fangkaqi. men),usrm dan memprog:amkan rencana pendidika[ tentaog 

- 
progmmJr, alalisis,

administrator dalam membangun aplikasi SIMDA, teknikal pengembaigan website dan
jaringan sistem komputerisasi dalam rangka mengikuti ksmajuan leknologi telomafka
Indonesia;
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j. mengadakan ke.jasmna teknik IPNet dengan pihak luar yary berhubungarl terhadap
pengolahar data elektronik (LAN, Website www.langkatkab.go.id);

k. melaksanakal posko secara rutin bergantian bagi operato! pelayan8n peuerimaan dan
pengiriman berita dan konrol teknikal p€rangkat keras sis{em kompuledsasi yang
beroperasi selama 24 jam;

l. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bagian Pengotahan Data Elekhonik dan Sandi
Telekomunikasi;

m. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam p€mbuatan
SKP;

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

P,sd 36

Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi lelekomunikasi terdiri dad ;

a- Sub Bagian Pengolahan dan Pelayanan Data Elektronik;
b. Sub Bagian Pengumpulan Data;
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

PN.l37

Kepala Sub Bagian Pengolahan dan Pelayanan Data Elektronik mempunyai tugas :

a. memantau dan meregistrasi pernakaian telematika (u,ebsite) installsi;
b. mercncanakan dar melaksanakan pengembangan sistem jaringan LAN dan online

komputedsasi (jaringan LAN dan on line) pada satuan kerja / instansi P€merintah
Kabupaten Langkat;

c. merencaDakaD peugembangan jaringaa sistem komputerisasi dalam bentuk pe[didikao
lnformasi Telematika (lT) kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan ilmu
pengeAhuan masyarakat tentang sistem komputerisasi dan informasi;

d. mcrencanakan, menyusun dan menelaah sekaligB membantu progratr aplikasi SIMDA
Kabupaten t angkat;

e. memelihara dan membangun pengembangan teknikal website *a.v.w,langkatkab.go.id;
I mengikuti kemajuan teknologi IPNet, yang berhubungan dengan teknikal sisrem

jaringan komputerisasi LAN, Intemet dan Intranet se Kabupaten Langkaq
g. melaksanaka pemeliharaan / teknikal servis pera[gkat sistem komputerisasi;
h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengolahan Data

Elektronik dan Sandi Telekomunikasi.

Posll38

Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data mempunyai tugas :

a, mengerjakan, menghimpun dan melayani pemasulan dan kcluamn data kepada unit
kerja di lingkungar Pemerintah Kabupaten Langkat, unit ke.ja vertikal dan non
depademen:

b. mengarsipkan dan mengamankan data masukan dan keluaran secam baik;
c. men;rusun, menelaah daa memasukkan data aplikasi yang diharapkan secara akulat dan

tepat, tentang ponGnsi daarah da$ data informasi yang berkenaan dengan kegiatan
pembangunan Pemerintah Kabupatea Langkat dan lain sebagainya kedalam website
www.lanqka&ab.eo.id;

d. menyrsun, menelaah himpunan data masukan untuk aplikasi SIMDA sebagdi il6ta base
dalarn rangka penlusunan rekomendasi kepada Bupati sebagai pedoman penganbilan
kebijakan dan keputusan;

e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Petrgolahan Data
Elektronik dan Sandi Telekomunikasi.
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Pasrl 39

Kepala Sub Bagian Sardi dan Telekomuoikasi mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengiriman dar penerimaan be ta melalui radio komunikasi, komputer
telepon dan faximile di lingkungan Provinsi / Kabupaten / Kota selndonesia dan jajaran

se-Kabupaten Langkat;
b. melaksanakan bantuan komunikasi terhadap selumh kegiatan - kegiatan Pemerintai

Kabupaten Langkat;
c. mela-ksanakaa posko secara rutin bagi operator radio komunikasi di Kanto! Bupati da,

Kantor Kecamatan dalaff situasi dan kondisi yang diperlukan;
d. melaksanakan teknis pemeliharaan perangkat radio komunikasi secara rutin;
e. mclaksanakan pengarnanan arsip berita sandi dan iniomasi komunik si lainnya;
t'. melaksanakan tugas - tugas laio yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kcempat
Astuten Adminish"asi Umum

Pasal .10

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam
melaksanakan tugas penyelengSaraan umum dan perlengkapan, humas / informasi dan
pen1,r-munan program dan keuangan serta mela.l(ukan administrasi umum dan keuangan terhadaP
SKPD.

Prsrl4l

(l) Unhrk menyeleflggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal40, Asiskn Administrasi
Umum mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian p€rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidaag umum dan
perlengkapan, humas / informasi dar penyusunan Progam dan Keuangan;

b. penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah
IGbupaten di bidang adrninistrasi umLun:

c. penyiapan percncanaan yang berkaitan dengan administrasi umtun dan keuangan di
lingkungan Sekretariat;

d. pelaksdEar tuBas lain yang diberikan oleh Sckretaris Daerah sesuai deDgan tugas ddt
fungsinya.

(2) Asisten Administrasi Umum mempuyai tugas:
a. memmuskao program ke{a Asisten Administrasi Umum;
b. membantu Sckrctafis Daerah dalam mengkoordiMsikan perumusan kebijakan

Pemerintah Daerah di bidang umum dar perlengkapaq humas / infomasi dan
p€nyusunan program dan keuangan;

c. menyelenggarakan administrasi secara unum di bidang adminishasi umum dan lintas
koordinasi lai rya;

d. melakr*an pembinaan yang berkaitan dengan administrasi umum dan keuangan di
tinghmgan seketariat dan tintas koordinasi lainnya;

e. memberikan penilain terhadap SKP bawahannya setiap akhir tahun;
f. memberikan laporan kegiatan/pekedaan secara tertulis/lisa[ kepada Sekretaris Daerah./

Bupati;
g. melaksaDakan tugas lain yang diberikan oleh Seketais Daerah sesuai deogan tugas dan

fimgsinya.

Pasal 42

Asisten Admi strasi Umurn terdiri dari :

a. Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Bagisn Hunas / lnformasi;
c. Bagian Penyusunan Program dan Keuangao.
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Prragraf I
Bagiln Umum drn Perlengk.pan

Passl 43

(l) Bagian Umum dan Perlengkapar mempunyai tugas pokok menyiapkan pembinaan
ketatausahaan, administrasi umum, melaksanakan urusan rumah tangga, pedalanan dinas dao
tata usaha keuangan pimpinan, menyiapkan bahan penyusunan program kebutuhan dan
pengadaan barang, mela.l(sanalan administrasi perlengkapan, serta Delakukan invettarisasi
pemeliharaan dan perawatan barang-banng.

(2) UntuJ< menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Bagian Umum dan
Perlengkapan mempuryai fr-rngsi :

a. pelaksanaan un$an tata usaha Bupati, Wakil Bupati dan Sekelads Daerah dan Urusan
Umum;
pelaksanaan urusan rumah langga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
pelaksanaal tata usaha keuaogan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
pelaksanaan urusan keprotrokoleran Bupati, Waldl Bupati dall Seketaris Daerah;
persiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pen)lsunan kebutuhan perlengkapan dan
perb€kalan;
pemiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tata usaha surat menlurat di Sehetariat;
persiapan balnn pembinaan dan petunjuk teknis pendistribusian, perlengkapan dan
perbekalan;
persiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tata usaha suiat men)'urat di Seketariaq
pelatsanaan pendataan asset kepemilikan dan pemeliharaan bamng-barang milik
Sekretariat Daerah;

j. pela-ksanaan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan tenaga harian lepas
Seketariat;

k. penyiapan Renstr4 Renja dan Lakip Bagian Umum dan Perleogkapan.

(l) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapaa mempunyaitugas :

a. merencanak.m operasional Bagian Umum dan Perlengkapan sesuai renja Asisten
Administlasi Umum sebagai pedoman pelaksanaan kerja;

b. melakukan rmrsan lata usaha Bupali, Wakil Bupati dan Seketais Dacrah dao uluser
umum;
melakukan urusan rumah tangga Bupali, Wakil Bupali dan Sekretaris Daerah;
melakukan tata usaha keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Seketalis Daerah;
melalorkan urusan keprolokoleran Bupati, Wakil Bupati dan Seketaris Daerah;
mempeEiapkan balan pembinaan dan petunjuk teknis penlusunan kebutuhan
perlengkapan dan perb€kalan;
mempersiapkan ba}an pembinaan dan petunjuk leknis pengadaan bamng;
mempersiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pendisribusian, perlengkapan dan
perbekalan;

i. mempersiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tata lsaha sur"at oenyurat di
Sekretarial;

j. melakukan pendataan asset kepemilikan dan pemeliharaan barang - barang milik
sektetariat daerah:

k. melakukan pembinaan dan pehmjuk teknis ketatausahaan tenaga harian lcpas s€kietaliat;
l. meoyiapkan Renstr4 Renja dan Lakip Bagian Umum dan Perlengkapan;
m. membedkan penilaian SKP terhadap bawahan;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Passl ,14

Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tartgga;
c. Sub Bagisn Pengadaan dan Distribusi.

Prsal 45

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melakukan pembinaan dan p€tunjuk teknis serta ketata usaiaan s€ketaiat;
b. melakukan p€rawatan / pemeliharaan barang-baBng milik Seketariat Daerah;
c. melakukan kegiatan pelayanan di bidang angkutan Sekretaiat Daerah;
d. melakukan inventarisasi rencana tentang penghapusan / penjualan pelbekalan dan

material barang milik sekenarial Daerah;
e. melakukan ketatausahaan tenaga harian l€pas Seketariat DaErah.

Plsal 46

Kepala Sub Bagian Protokol dan Ru,'nah Tangga mcmpunyai tugas :

a- metryiapkan acara perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dall Sekretaris Daerah;
b. menyiapkan keperluan protokoler, perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan S€ketaris

Daerah, Pegawai dan tamu-tamu;
c. menyiapkanjadwalkegiatan, tenib acara dan memandu acam;
d. menyiapkan upacara pelantikan dan pertemtran-pertemuan resmi;
e. melaksanakan kegiatan di bidang keprotokoleran;
f. melakukan tata usaha Bupati, Wakil Bupati dan Seketaris Daerah;
g. melakukan perawatan dan memelihara kebersihan dan memclihara kebersihan rumah

Bupati, Wakit Bupari dan Seketalial Da€rah;
h. menyiapkan akomodasi, konsumsi dan ruangan untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris

Daerah;
i. melakukan pelayanan bidang angkutan untuk Bupati, Watil Bupati dan Seketaris

Daerah.

Pasrl 47

Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas :

a. mengumpulkaa, men)'usun dan menganalisa dala penyusunatr progam dan analisa
kebutuhan perlengkapan serta pengadaal barang milik Seketaris Daerah;

b- mengumpulkan bahan pembinaan dan petuojuk teknis tentang pengendalian dan evaluasi
kebunrhan perlengkapan barang milik Seketariat Daeiah;

c. melakukan pengadaan dan pembelian barang dan materil sesuai dengan rencana
kebutuhan baraog milik Sekretariat Daerah;

d. melakukan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang-baralg
milik Sekretariat Daerah;

e. meryiapkan dan melaksanaknn inventarisasi asset bararg-banng kepernilikkan
Sekretariat Daerah.
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Paragrrf 2
Bagian Humrs/Infomssi

Pasal 48

Bagian Humas / Informasi mempunyai tugas pokok di bidang hubungan masyarakat yang
meliputi pelayanan inlormasi dan komunikasi kepada ma.syamkat, p€layamn peN, pelayanan
peliputan, hubungan dan koordinasi kelembagaan, melaksanakan dokumenrasi dan penerbitan
kegiatan pemerinlah daerah dan mengadakan kegiaran pameran.

Prs{149

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 49, Bagian Humas /
Informasi mempunyai fiurgsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakau
b. pelaksaman koordinasi dan hubunga.n kelembagaan dalam pelayanan informasi kepada

ntzlsyarakat;
c- pemberian pelayanan kepada wartawan yang membutuhkan informasi dan petayalan

peliputan kegiatan Pemerintai Daerahi
d. penlusunan program dan penyelenggaraal kegiatan informasi dan komunikasi melalui

pamemn dan promosi s€rta memonitor pelaksanaan promosi yang dilaksanakan oleh
pemclintah maupun swasta;
penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan di bidang hubunga! masyarakat;
penyelenggaraan media celter;
penyiapan Renstr4 Renja dan lnkip Bagian Humavlnformasi.

(2) Kepala Bagian Humas / Informasi mempunyai tugas :

a. merencanakan operasional Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi sesuai renja
Asisten Administrasi Umum sebagai pedoman pelaksanaan kerja;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat;
c. melakukan koordinasi dan hubungan kelembagaan dalam pelayanan informasi kepada

masYar'akat;
d. memberikan pelayanan kepada wartawan yang membutuhkan informasi dan pelayanan

peliputan kegiatan Pemerintah Daerah;
c. penyusunat piogtam dan penyelenggaraan kegiatan iDformasi dan komunikasi mclalui

pameran dan promosi serta memonitor pelaksanaal promosi yang dilaksanakan oleh
pem€dnlah maupun swasla:

i menyiapkan bahan dalam rangka penwsunao kegiatan di bidang hubungan masyaEkat;
g. menyelenggarakan media center;
h. menyiapkan Rensha Renja dan Lakip Bagian Bagian Huma&{nfofiEsi;
i. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan

SKP;
j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pesel 50

Bagian Hnnas / lnformasi terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengumpulan lnformiui;
b. Sub Bagian Pemberitaan dan Penyebaran Informasi;
c. Sub Bagian Penerbitan dal Pameran.

Pasal5l

Kepala Sub Bagian Pengumpulan Informasi mempuryai tugas :

a. molakukan p€ningk&tan peliputan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
maupun oleh maryamkat;

b. mengumpulkaa dan melganalisa iDfomasi; .
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c. melaksanakan peliputan dan membuat dokumentasi kegiatan Pemerintah Daemh;

d. melaksanakan penilaian pendapat umum untuk bahan kebijakan pemerintah daerah;

e. melaksamkan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 52

Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Penyebaran lnformasi mempunyai tugas:

a- melaksanakan pemberitaan kegiatan pemerintah daerah;

b. menyiapkan dan melaksanakan siaran pers dan temu pers kegiatan Pemerintah Daerah;

c. mengelola dan menyelenggarakan media center;

d. melaksanakan koordinasi deflgan instansi terkait untuk pembuatan dan penyelenggaraan

paket siaran media rnassa dalam rangka plornosi poensi Daeralq

e. melaksanakan tugas - tugas lain yang dibedkan oleh atasan,

Pasil 53

Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Pameran mempunyai tugas :
' a. melaksanakan pemantauan, pendataan da! pemberdayaan kegiatan usaha gBftka
b. mengumpulkan bahan-bahao informasi untuk kepe uan kegiatan penerbita publikasi

pemerintah daerah;
c. melaksanaka.n koordinasi dcngan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyampaian

informasi melalui media penerbitan;

d. menyusrut program dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui promosi dan

pameran;
e. menyiapkan bahan dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatao promosi dan parneralu

I melaksaaakaa koordinasi dengan instansi terkait dalafi rangka pelaksanaan peoyampaian

informasi melalui promosi dar pa$eran potensi daerah:

g. melaksaflakan pemantauan, pengawasan dan pemberian perizinau kegiataq promosi dan

pamcran yang dilakukan instansi pemerintah dan masyarakatl

h. melatsanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

P!ragraf3
Bagian Penyusunrn Program dan Keulugtn

Pasal 54

Bagiaa Penyusunan Program dan KeuangaD memPunyai tugas pokok melaksanakan Penata

Usahaan Keuangan di Lingkungan Sekretafiat Daerah, Pengendalian Evaluasi dan Laporatr di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Penyelengaraan Pengadaan Bararg/Jasa yang

sebagian alau sellnrhnya bersrmrber dad Anggaran Pendapatan Bel-a{a Negaa dm Aaggam
Pendapatan Belanja Daerah.

Prcal 55

(l) Unnrk menyelenggarakan tugas sebagainana dimaks\d Pada pasal 54' Bagiar Peo)'u-sulran

Progam dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan perubahan anggaran pada

Sekreariat Daerah:
b. penatausahaan dadatau pengelolaan keuangan di Seketariat Daerah;

c. pengkordinasian kegiatan ULP;
d. fasililator pros€s pelaksanaan pengadaan barang/iasa dengan SKPD;
e. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan program serta petaporan

iecara periodik (bulanan. trjwulan. semeste' mauPnn tchuier) Pelsl(soruan
pembaogrman daerah baik fisik dan keuangan;
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(2) Kepala Bagian Penlusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

a. merencanakan opemsional Bagian Penlusunan Program dan Keuangan sesuai renja
Asisten Adminishasi Umum sebagai pedoman pelaksaruan ke{a;

b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran dan perubahar
anggaran di Seketariat Daerah;

c. melaksanakan koordioasi dalam penpsurwr taporar keusnga( Sekretariat Daerah;
d. melalorkan pembinaan dan pengawasan bendalrara di Seketariat Daerah;
e. men),usun RenstrE Renjq LAKIP, LKPJ, LPPD Bagian Pen)rusuEn Program dan

Keuangan;
f. memfasilitasi pengkoordinasian altara ULP dan SKPD;
g. mempersiapkan bahan pembinaan Pengadaan Barang dan Jasq
h- melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi progarn dan kegiatan Pemerintah

Daerah;
i. melaporkan realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Daerah secara periodik;
j- menilai hasil pelaksanaao tugas bawalun sebagai bahan penilaian dalar

SKP;
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Passl 56

Bagiai Pen],usunan Progiam dan Keuangan Terdiri dari :

a. Sub Bagian Penata Us$aan Keuangan;
b. Sub Bagian Pelayanan Barang dan Jasa;
c. Sub Bagian Pengendaliar Evaluasi dan Laporan;

Paral 57

K€pala Sub Bagian Penata Usahaan KeuaDgan mempuoyai tugas :

a. mempersiapkan bahan penlusunan rencana kerja anggamn dart perubaban anggaran
pada Seketariat Daerah;

b. melaksanakan pengelolaan dan pengadminisrasian gaji pegawai di lingkungatr
Seketariat Daerahl

c. melaksarakan evaluasi kinerja Bendahan di Sekretariat Daerah;
d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Kerengan Seketariat Daerah;
e. menyiapkan bahan untuk penyusunan Renstra dan Renja Bagian Peoyusrman Prcgam

dan Keuangan Seketariat Daerah;
f meneliti keleDgkapa, SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh

bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTKi
g. meneliti kelengkapan SPP-LIP, SPP-OU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangar PNS

serra pcnghasilan lainnya yang ditctapkan sesrai denBan kstc[tuan pc ndaB-Dldangan
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

h. melakukan verifikasi SPP;
i. menyiapkan SPM;
j. melakukan verilikasi harian alas penerimaan;
k. melaksanakan akuntansi SekeBriat Daeral;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya;
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas&egiatan kepada atasan.

Pasal 58

Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :
a. memimpin dan mengkoordinasikaa seluruh kegiatal ULP;
b. menga,,vasi scluruh kc8iatan pEngadaan barang/jasa di ULP;
c. mengusulkan pcnempata, pcmindahad pemberhentian anggota Pokja t LP kepada

Bupati;



d. menyusun program kerja dan anggaran t.lLP;
e, membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan baralg/jasa kepada Bupati;
f. melaksanakan p€ngembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
g, memfasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanazrn pelgadaan baranMasa dgrlgan

SKPD;
h. memfasititasi peogkoordinasian, pengalokasian sumber daya msnusia dan kelompok

keda pelaksanaan pengadaan barang/j asa;

i. memfasilitasi p€nyampaian laporan informasi lelang dari ULP kepada PPK di SKPD;
j. melaksanakan tug6s kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya;
k. melaporkan hasil pela.ksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

P.s!l 59

Kepala Sub BagiaD PeDgendalian Evaluasi dan Laporan mempuayai tugas :

a. menghimpun dan menganalisa laporan perkembangan realisasi fisik dan keuangan
pelaksanaan Program Pembangunan Daerah;

b. mclaksanakan monitoring dan cvahnsi l.qhadap realisasi fisik dm keuatrgan pelaksanam
Progam Pembangunan Daerah;

c. menltsun laporan secan periodik (bulanan, triwularL s€mester maupun tahunan)
Pelaksanaan hogram Pembangunan Daerah;

d. melaksanakan fiugsi administrasi umum di Bagian Pen).usunan Program daD Keuangan
Sekrctariat Dae.ahl

e. menyiapkan bahan untuk pcnyuslrnan LAKIP, LK?J, LPPD Bagian Penlrsunan
Program dan Keuangan Sekretariat Daerah;

f melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
imgsi4ya;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Pas.l60

Susunan Organisasi Seketaliat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

a. Sekrctariat;
b. Bagian Umum;
c. Bagian Risalah;
d. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

Bagiatr Perttma
Sekret.ris DPRI)

Pasal6l

Seketariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD
Kabupaten Langkat.

Pasll 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Sekretariat DPRD
mempruryai fungsi :
a. fasilitasi npat anggota DPRD;
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b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD;
c. pengelolaan tata usaha DPRD;
d. p€nyusun serta penlapan Renstra, Renja dan Lakip Sekrctariat DPR-D.

Parsgraf I
Begian Uoum

Pasrl 53

(1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan
serta petunjuk teknis di bidang umum dan keuangan.

(2) Untuk menyelenggaratan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagiaa Umum
mempunyai limgsi :

a. pelaksaman urusan surat-men)'umt, kearsipan, kepegawaian, n mah tangga, sarana dan
prasarana pendukung perjalanaa dinas dan keamanan seta pemeliharasn kendaraan
dinas;

b. penyiapkan fasititas rapat dan mcngurus rumah dinas dan gedung-gedung DPRD;
c. pelaksanaan inventarisasi perlengkapan kartor DPRD:
d. p€nrusunan seda penyiapan Renstr4 Renja dan Lakip Sekretadat DPRD.

(3) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas :

a. merencanakan operasional Bagian Umum sesuai renja Sekretariat DPRD sebagai
pedoman pelaksanaan kerja;

b. melaksanakar koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran dan perubahan
anggaran di Seketadat DPRD;

c. melaksanakan koordinasi dalam peoyusunan laporan keuangan Sekrctadar DPRD;
d. melakukan urusan suat-menyumt, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, sarana dan

prasarana pendukung perjalanan dinas dan keamana serta pemeliha$an kendaraan dinas;
e. rnenyiapkan fasilitas ralat dtrr oengurus rumah dinas dan gedmg-gedurg DPRD;
f. melakukan inventarisasi perlengkapan kantor DPRD;
g, men).usun serta menyiapkan Renstr4 Renja dan Lakip Sekretariat DPRD;
h. menilai hasil petakmnaan tugas bawaha[ sebagai bahan pcnilaian dalam pembuatan

SKP;
i, membuat laporan penyelesaian kerja sebagai pertanggungjawaban kinedai
j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Paral 64

Bagian Umum terdiri da :

a. Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Keuangan.

Passl 65

Kepala Sub BagiaD Protokol dan Rumah Tangga mempunyai tugas :

a. melakukan urusan administGsi, rurnah tangga, sarana dan prasarana pendukung
perjalanan dinas, keamanan, ketertiban serta pemeliharaa, keodaraan dinas;

b. menyiapkan fasilitas rapat dan mengurus rumah dinas DPRD;
c. melakukan inventarisasi perlengkapan kamor DPRD dan balaog inventaris lainnya;
d. melakukan kegiatan protokoler serta melayani tamu-tamu DPRD;
e. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaiao dalam pembuatan

SKP;
f. rDelaksanakan tugas lainnya fang dibe kan oleh atasan.
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Pasal 66

Kepala Sub Bagian Keu.mgan mempunyai tugas :

a. menyusun rencaDa anggaran DPRD;
b. mengelola administrasi anggaran DPRD;
c. membuat laporan keuangan DPRD;
d. melakukan penyusunan rencana belanja pegawai dan belanja barang Sekrctariat DPRD;
e. menyiapkan daftar gaji dar tunjangan;
f. membuat daftar honorarium untuk Iapat Anggota DPRD s€na melaksanakan

pembayaran;
g. mengurus keuangan untuk kepcrluan DPRD;
h. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahal penilaian dalan pembualan

SKP;
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Parrgrrf2
Bagiatr Risalah

Pas.l 67

(l) Bagian Risalah mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan
dan petunjuk teknis di bidang risalah dan persidangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Bagian Risalah
mempunyai firngsi :

a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang risalah dar persidanean;
b. penyiapan persidangan dan tata lempali
c. pelaksanaan urusan adminishasi persidangan;
d- penyiapan terrcana, program- evaluasi dan pelaporan risalah dan persidangao-

3) Kepala Bagian Risalah mempunyai tugas :

a. merencanakan operaslonal Bagian Risalah sesuai renja Seloetarist DPRD sebagai
pedomao gdaksanaan kerja;

b. menyiapkan bahan p€mbinaan dan petunjuk teknis di bidang risatah dan persidangan;
c. mcnyiapkan persidangan dan tata tempat;
d. melaleprk^tt urus€n administrasi persidanga.n;
e. menyiapkan rencan4 progrum, evaluasi dan pelaporan risalah dan persidaogan;
a. menJ.usun dan mempersiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bagian fusa.lah;
f. menilai hasil pelaksaoaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian da.lam

SKP;
g. membuat laporan penyelesaiiur kerja sebagai pertanggrmg jawaban kinerja;
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberika[ oleh atasan.

Pasrl 68

Bagian Risalah terdiri dari :

a. Sub Bagian Risalahl
b. Sub Bagian Persidangan.

Pasel 69

Kepala Sub Bagian Risalah mempunyai tugas :

a. menyiapkan perencanaan dan program kegiatan risalah;
b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang risalabi
c. menyelengga$kan pembuatan risalah-risalah pada rapat-rapat DPR-D;
d- membuat pelaporan dan evaluasi risalah;
e. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pehbuatan SKP;
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I melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasrl 70

Kepala Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan p€mbinaan dan petunjuk teknis di bidang persidangan;
b. menyiapkan persidangan dan tata tempat;
c. melaksanakan urusaa administrasi persidangan;
d. menilai hasil peiaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam p€mblatan

SKP;
e. membuat laporan penyelesaian kerja sebagai pertanggung jauaban kinerja;
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikal oleh atasan.

Paragraf3
Bsgian Hukum dan Perundang-Undaogan

Pas.l ?l

(1) Bagian Hukum dan Perundang-Undangar mempunyai tugas pokok menghimpun dan
mendisrribusikan draf produk-produk hukum kepada DPRD.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimara dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan mempunlai fungsi :

a- pendisnibusian produk hulcum kepada anggota Dewan;
b. penyimpanan hasil produk-produk hultum baik yang disahkan oleh DPRD maupun yang

diterbitkan oleh DPRD.

(3) Kepala Bagian Hukum dan lerundang-Undangan mempunyai tugas :

a. merencanakan operasional Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sesuaj renja
Sekretaliat DPRD scbagai pedoman pelaksanMn

b. mendistribusikan produk hukum kepada anggota Dewao;
c. menyimpan hasil produk-produk hukum baik yang disahkan oleh DPRD maupun yatlg

diteftitkan oteh DPRD;
d. menyusun dal mempersiapkan Renstr4 Renja dan Lakip Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan;
e. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian da.lam pembuaran

SKP;
f. membuat laporar p€nyelesaian kcrja sebagai pertanggungjawaban kinerja;
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 72

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
b. Sub Bagian Humas da-n Dokunenbsi.

P$al 73

Kcpala Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas :

a- meneima draft rancangar perahuan daemh dari pihak eksekutif;
b. mendistribusikan produk hukum kepada para Anggota Dewan;
c. melaksanakan persiapan pembalusa! rznc,urg,m perafuran daerah antara eks€kutif dan

legislatif;
d- membuat produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD;
e. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalaft pembuat n

SKP;
f- melaksanakan tuSas lainnya )aDB diberikan olch a1a5a[
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Pasal 74

Kepala Sub Bagian Hurnas dan Dokumentasi mempunyai tugas :

a. melaksanakan dokumentasi yang berkenaan dengan kegiatan DPRD;
b. melaksanakan dan menyiapkan kegialan yang berkenaan dengan kegiatan komisikomisi,

baik ke lapangan atau konsultasi;
c. menyajikan administrasi kehumasan;
d. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuata[

SKT;
e. melakanakan tugas lainnya yang diberikan olgh alasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasrl 75

(1) Seheuds Daerah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip kooidinasi, integrasi,
sinkonisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Sekretaiat Daerah mauPun dengan lembaga

teknis lainnya,

(2) Sekretaris Daerah dalam melzrksanakan tuga-s dan kewenangannya berdasa*an kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban memimpiD,
me[gadakan koordioasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawaharmya masing-masing.

Pssll 76

(1) SekJetaris Daerah wajib men)msun rencana strategis dengan mengacu pada RIJMD
Kabupaten, men)'usun Akuntabilias Kineda Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP), men)'usun bahan taporan
Penyeleoggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Lapo€n Keterangan
Pertanggungiawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkatr ketentuan yang

berlaku

(2) Setiap pimpinan unit/satr.un organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah berkewajiban:
a. medyusarn rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Sekrctariat Daerah,

mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP), menyusun bahan Laporan
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LPPD) dar bahan Laporan Keterangan
Pertangguflgiawaban (LKP.I) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan
yang berlaku;

b. melaksanakan tugas sesuai uaian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab

kepada atasan langsulg dengan menyampaikan laporan secara lerhrlis hasil pelakMnaan

fugas secara cepat dan tepat:
c. mernimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksamart tugas dan

pencapaian tujuan organisasi.

(3) Lapomn sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi s€bagai baLan laporan tiap
jenjangjabatan sebagai bahal unhrk men),ltsun kebijakan lebih lanjut.
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(3)

Pasal ?7

Seketaris DPRD berkewajiban meiaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkonisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Sekrelariat DPRD maupun dengan lembaga
teknis lainnya.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenanga.nnya berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban memimpin,
mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
barvalmnnya rnasin g-masing.

Pasal 78

(1) Sekretaris DPRD wajib menyusun rencana strategis dedgan mengacu pada RPJMD
Kabupaten, menyuswr Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan
Akutabilitas Kineda lnstansi Pemerintah (LAKIP), menlusun bahan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I-PPD) dan bahan tapor-an KeteraDgan
Pefianggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fuagsinya berdasa*atr ketentuan yang
berlaku.

(2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD be*ewajiban:
a. men),l)sun EDcaDa kerja yaDg mengacu pada rcncana strategis Sckretadal D?RD,

mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi P€merintah (AKIP),
Laporar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP), menyusun bahan Laporan
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan KeleraDgan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan keteqtuan
yang berlaku;

b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah diterapkan darl b€rtanggung jawab
kepada atasao langsung dengan menyampaikan laporan secala tertulis hasil pelaksaruan
tugas secala cepat dan tepat;

c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam raogka pelalsanaan tugas dan
pencapaian tujuan organisasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (l), diolah dan dievaluasi sebagai bahan lapran tiap
jenjangjabatar s€bagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Prsal 79

(1) Dengan ditetapkannya Peratuan ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 TahuE 2008
tetang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Laqkat dan Seketariat
Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkar dicabut dan dinyatak n tidak berlaku.

(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pssrl T9

(l) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Pemturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2008
tetang Rincian Tugas dan Fungsi Sekreta at Daemh Kabupaten Langkat dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LaDgkat dicabut dan dinyafakan tidak berlaku.

(2) Peraturan inj berlaku sejak tanggal diLrndangkan.

Agar setiap omng dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Be.ita Daemh Kabupaten Langkat,

p“atttgJiS9臨d 2015

BゆPATI LANCIKAT

ESA SITEPU,

Diundanょan di Stabat
pdda tanggal ,Ma■1 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SAI´AHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAl lAHUN 2015 NONIOR 14
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